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ABSTRAK 

 

    

 

Oleh 
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Dinamika keamanan internasional tidak bisa dilepaskan dari konflik, baik 

konflik antara negara ataupun perang sipil. Konflik Mali pada tahun 2012 

merupakan salah satu konflik yang menyebabkan dampak serius. Salah satu 

dampak ini adalah pelanggaran HAM, diantaranya penyerangan terhadap warga 

sipil, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak lainnya. Kondisi ini kemudian 

mendorong Dewan Keamanan PBB untuk membentuk satuan tugas perdamaian 

yang dinamakan dengan MINUSMA. 

Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran PBB melalui 

MINUSMA dalam isu pelanggaran HAM di wilayah Mali Tahun 2017-2020, 

sedangkan tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran PBB melalui 

MINUSMA dalam isu pelanggaran HAM di wilayah Mali 2017-2020. Penelitian 

ini menggunakan Teori Peran Organisasi Internasional, dan Konsep 

Peacekeeping Operations, sedangkan metode penelitiannya menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui buku, surat 

kabar, jurnal ilmiah dan laman websites. 

Sebagian besar peran PBB yang memiliki peranan penting dalam isu 

pelanggaran di mali yakni peran Instrumen dan Arena, dikarenakan PBB menjadi 

forum untuk bernegosiasi hingga menetapkan resolusi untuk keberlangsungan misi 

dari UNPKO, serta para anggota Dewan Keamanan menggunakan organisasi untuk 

mengakomodasi kepentingan negara. Meskipun dalam satu misi mengenai 

penegakkan HAM belum maksimal dikarenakan masi terjadi dikarenakan kelompok 

bersenjata masi melakukan gencatan senjata dan menimbulkan korban jiwa. 

 

Kata Kunci: HAM, Mali, MINUSMA, PBB 

PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) MELALUI 

MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED STABILIZATION IN MALI 

(MINUSMA) DALAM ISU PELANGGARAN HAM  

DI MALI 2017-2020 



The dynamics of international security cannot be separated from conflicts, both 

conflicts between states or civil wars. The Malian conflict in 2012 was one of the 

conflicts that caused serious repercussions. One of these impacts is human rights 

violations, including attacks on civilians, violence against women and other 

children. This condition then prompted the UN Security Council to form a peace 

task force called MINUSMA. The formulation of this research problem is how the 

role of the UN through MINUSMA in the issue of human rights violations in the 

Mali region in 2017-2020, while the purpose of this study is to describe the role of 

the UN through MINUSMA in the issue of human rights violations in the Mali 

region 2017-2020. This research uses the Role Theory of International 

Organizations, and the Concept of Peacekeeping Operations, while the research 

method uses qualitative descriptive methods with secondary data collection 

techniques through books, newspapers, scientific journals and websites. Most of the 

UN's roles that have an important role in the issue of human rights violations are 

the Instruments and Arenas, as the UN is a forum for negotiating and establishing 

resolutions for the continuity of UNPKO's mission, and Security Council members 

use the organization to accomodated state interests. Although in one mission 

regarding the enforcement of human rights has not been optimal because it still 

occurs because armed groups still make ceasefires and cause casualties. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 
Pada umumnya United Nations peacekeeping Operations (UNPKO) yang 

dapat disebut juga sebagai operasi perdamaian di desain untuk memulihkan 

perdamaian di wilayah-wilayah terjadinya konflik atau dapat juga di wilayah yang 

rentang berpotensi kembali terjadinya konflik (Howard, 2008). Operasi perdamaian 

melibatkan pasukan multinasional dari berbagai negara kontributor yang ditunjuk 

ataupun dapat juga atas inisiatif negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB 

(DK PBB) yang biasanya berasal dari pasukan paramiliter ataupun kepolisian 

negara-negara tersebut. Personel yang terlibat dalam operasi peacekeeping 

dilengkapi dengan berbagai persenjataan ringan dan otomatis, serta kendaraan 

tenpur berupa panser. Meskipun memiliki peralatan dan persenjataan yang cukup 

lengkap, namun UNPKO tidak memiliki daya serang, namun lebih pada upaya 

untuk menjaga perdamaian dengan memisahkan pihak- pihak yang bertikai 

sampai dengan dicapai kebijakan politik dan keamanan (Howard, 2008). Secara 

konsep ini merupakan misi DK PBB yang tersebar di berbagai negara yang 

dunia yang mengadapi persoalan konflik, baik perang sipil (civil war), konflik 

antar negara atupun pemberontakan. 

 

Keberadaan Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali 

(MINUSMA) di Mali merupakan bagian dari UNPKO yang diawali dengan 

otoritas pemerintahan sementara Mali pada saat itu Presiden Sementara Mali 

Dioncounda Traore mengirimkan surat kepada DK PBB untuk pembentukan operasi 

perdamaian dan mengalihkan fungsi dari African-led International Support Mission 
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in Mali (AFISMA) ( United Nat io ns, Secur it y Council ,  2013 ) yang 

dibentuk oleh Economic Community of West African States (ECOWAS). 

Dibentuk oleh DK PBB pada 1 Juli 2013 melalui ketentuan resolusi 2100 (2013) 

untuk mendukung proses politik di Mali dan melaksanakan tugas keamanan. Misi 

diminta untuk mendukung otoritas Mali dalam stabilisasi negara dan implementasi 

transisi. Pasukan kemanan Mali awalnya terdiri dari 11.200 personel militer, 

termasuk batalyon cadangan dan 1.440 personel polisi bertindak di bawah Bab VII 

Piagam PBB. MINUSMA terbentuk atas kontribusi negara-negara anggota dewan 

PBB, dalam mandat yang diberikan oleh DK PBB, MINUSMA diberikan 

wewenang untuk menggunakan cara yang diperlukan untuk mendukung otoritas 

transisi Mali, menstabilkan keamanan wilayah Mali, mencegah kembalinya 

gencatan senjata, mendukung kembali administrasi dan mendukung upaya 

nasional dan internasional untuk membangun kembali sektor keamanan Mali. 

Terdapat tanggung jawab untuk mendukung implementasi transisi mali serta untuk 

perlindungan warga sipil dan personel PBB dan promosi perlindungan hak asasi 

manusia. Di bidang peradilan nasional dan internasional, MINUSMA mendukung 

upaya otoritas transisional untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas 

kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Mali (Press, 2022). 

Mali menghadapi beberapa persoalan, baik pada bidang ekonomi, sosial, 

politik dan keamanan. Persoalan keamanan dilakukan oleh kelompok separatis 

yakni Movement of National Liberation of Azawad (MNLA) di bawah 

kepemimpinan Bilal ah Acherif dan Mahmoud al Aghlali dan Movement Islamic of 

Azwad (MIA) (Chauzal & Damme, 2015). Bentuk gangguan keamanan separatis di 

Mali bagian utara diantaranya adalah serangan MNLA di wilayah Gao pada tanggal 

26 Juni 2012 untuk menekankan kubu pasukan pemerintah di wilayah tersebut yang 

menyebabkan belasan orang tewas dan melukai belasan lainnya. Konflik ini 

melibatkan tiga pihak meliputi Pemerintah Mali di bawah kepemimpinan Ibrahim 

Aboubacar Keita yang di dukung oleh Perancis dan Jerman melawan kelompok 

MNLA dan kemudian melibatkan intervensi dari pihak lain, yaitu Al-Qaeda. Urutan 

waktu konflik ini terjadi ketika kelompok pemberontakan Tuareg yaitu National 

MNLA melakukan protes menentang pemerintahan Mali dengan tuntutan yang 

besar yaitu kemerdekaan wilayah utara Mali yang diberi nama Azawad (Nations, 
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2005). Konflik yang yang terjadi di wilayah Mali, telah menyebabkan dampak 

serius, baik kerusakan infrastruktur, jatuhnya kobran jiwa, hingga pelanggaran 

terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Dapat dilihat dari tabel kasus 

pelanggaran HAM sebagai berikut: 

 

1.1. Kasus Pelanggaran HAM 2017-2020 
 

Tahun Kasus Pelanggaran HAM 

2017 112 Kasus 

2018 129 Kasus 

2019 72 Kasus 

2020 483 Kasus 

Sumber: diolah oleh penulis 

 

Pada tahun 2017 terdapat 112 kasus pelanggaran HAM di mali seperti kasus 

pembunuhan, penahanan tidak sah, dan lainnnya. Kasus pada daerah Gao, Jidal, 

Menaka, Mopti dan Timbuktu. Contohnya daerah Tambako sebanyak 1481 

korban, 186 meninggal, 73 hilang dan 295 mengalami kekerasan, pada 

pelanggaran ini sebanyak 1326 laki-laki menjadi korban, 125 anak-anak dan 30 

perempuan menjadi korban pelanggaran HAM di Mali (Nations, n.d.). Pada tahun 

2018 sebanyak 129 kasus pelanggaran HAM salah satu contoh dari pelanggaran 

ditahun ini ialah konflik Mali menewaskan lebih dari 200 warga sipil, mengusir 

ribuan orang dari tempat tinggal mereka. Sedangkan pada tahun 2019, 72 kasus 

pelanggaran HAM, pada tahun ini juga terdapat kasus pembunuhan etnis suku 

Fulani di bunuh dan dibantai (Nations, n.d.). Pelanggaran terus terjadi hingga tahun 

2020 menurut United Nations Security Council Report Secretary General Mali 

terdapat 483 pelanggaran HAM (Nations, n.d.). 

Konflik yang terjadi di Mali belum dapat terselesaikan secara optimal 

mendorong otoritas transisi Mali meminta bantuan kepada PBB (Perserikatan 

Bangsa-Bangsa) untuk menangani konflik internal negaranya dan membantu 

stabilitas keamanan negaranya (M. Mission, 2013). Bantuan yang diberikan oleh 

PBB tersebut adalah Operasi Pasukan Perdamaian MINUSMA merupakan 
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organsiasi yang dibentuk oleh DK PBB pada 1 Juli 2013 melalui ketentuan resolusi 

2100 (2013) untuk mendukung proses politik di Mali dan melaksanakan tugas 

keamanan. Misi diminta untuk mendukung otoritas Mali dalam stabilisasi negara 

dan implementasi transisi. MINUSMA terbentuk atas kontribusi negara-negara 

dunia, baik dari wilayah Eropa, Asia, Amerika Latin ataupun Ausatralia-Oceania. 

Dalam mandat yang diberikan oleh DK PBB, MINUSMA diberikan wewenang 

untuk menggunakan cara yang diperlukan untuk mendukung otoritas transisi Mali, 

menstabilkan keamanan wilayah Mali, mencegah kembalinya gencatan senjata, 

mendukung kembali administrasi dan mendukung upaya nasional dan internasional 

untuk membangun kembali sektor keamanan Mali. Terdapat tanggung jawab untuk 

mendukung implementasi transisi mali serta untuk perlindungan warga sipil dan 

personel PBB dan promosi perlindungan hak asasi manusia. Di bidang peradilan 

nasional dan internasional, MINUSMA mendukung upaya otoritas transisional 

untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan 

kejahatan kemanusiaan di Mali (Press, 2022). 

Dalam operasionalisasi perannya di Mali, MINUSMA memiliki tujuan 

pokok yaitu mewujudkan stabilitas keamanan di Mali melalui transisi politik secara 

kondusif. Pada faktanya, peran MINUSMA ini kemudian berkembang sebagai 

enlarging mission yang beredekatan dengan beberapa hal, pembentukan kembali 

otoritas negara, pembangunan kembali sektor keamanan dan perlindungan warga 

sipil (MINUSMA Mission, 2013). Konsep perlindungan sipil sebagai tujuan 

utama MINUSMA di Mali kemudian berkembang dan berhubungan dengan 

perlindungan HAM. Mekanisme penegakan HAM di Mali menjadi hal yang sangat 

penting yang menjadi priotitas misi organisasi, bahkan MINUSMA memiliki divisi 

penegakan HAM tersediri bersama dengan Office of the High Commisioner of 

Human Rights (OHCHR). Divisi ini memiliki beberapa tugas meliputi perlindungan 

hak asasi manusia dari kekerasan dan ketidakamanan, pengembangan dialog dan 

rekonsiliasi konflik, serta mendukung penguatan kerangka perlindungan nasional 

untuk HAM (Nations, n.d.). 

Untuk mendukung penegakan HAM di Mali, MINUSMA menjadi pilar 

penting dalam program perlindungan sipil dan ini merupakan bagian dari wujud 

rekonsiliasi konflik di Mali secara holistik atau menyeluruh. Bersamaan dengan 
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konflik di Mali muncul beberapa persdoalan tentang merebaknya kasus 

pelanggaran HAM, berupa meningkatnya kasus kekerasan terhadap masyarakat 

sipil akibat sengketa dua kelompok besar tersebut. Adapun bentuk pelanggaran 

HAM ini meliputi pembunuhan, penculikan, pengancaman dan perekrutan paksa 

(Mali, 2018). 

 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Terjadinya konflik di Mali sejak tahun 2012 dan hingga tahun 2020 

menyebabkan pelanggaran HAM terus terjadi di Mali dengan situasi keamanan 

yang terganggu akibat dari serangan yang dilakukan kelompok separatis hingga 

menimbulkan pelanggaran HAM. Belum dapat terselesaikan secara optimal 

mendorong otoritas transisi Mali meminta bantuan PBB untuk menangani konflik 

internal negaranya dan membantu stabilitas keamanan negaranya serta 

mempertahankan otoritas negara Mali dengan persetujuan DK PBB hadirnya 

bantuan operasi perdamaian MINUSMA yang memiliki mandat untuk 

mempromosikan serta perlindungan terhadap HAM. Berdasarkan penjelasan 

tersebut maka dari itu di rumuskan pertanyaan penelitian yaitu, Bagaimana peran 

PBB melalui MINUSMA dalam isu pelanggaran HAM di wilayah Mali Tahun 

2017-2020? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

 
1. Mendeksripsikan pelanggaran HAM di Mali 2017-2020 

2. Mendeskripsikan MINUSMA dalam isu pelanggaran HAM di Mali 

2017-2020 

3. Menganalisis peran PBB melalui MINUSMA dalam isu Pelanggaran 

HAM di Mali. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan secara teoritis dan 

secara praktis dari topik penelitian yang diteliti. Adapun kegunaan penelitian ini 

adalah: 

 

1. Kegunaan penelitian secara akademis, penelitian ini diharapkan turut 

mengembangkan kajian ilmu Hubungan Internasional terutama pada 

teori peran organisasi internasional, dan konsep peacekeeping 

operations digunakan dalam topik penelitian ini. Selain itu, penelitian 

ini dilakukan untuk melengkapi penelitian terdahulu mengenai kajian 

Organisasi Internasional PBB melalui MINUSMA terutama dalam hal 

menangani pelanggaran HAM di Mali. 

2. Kegunaan penelitian secara praktis, penelitian ini diharapkan turut 

memberikan masukan terhadap kinerja oragnisasi internasional PBB 

dan MINUSMA dalam menangani pelanggaran HAM di Mali. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan agar mampu memberikan informasi publik terkait 

peran PBB melalui MINUSMA dalam isu pelanggaran HAM di Mali Tahun 2017- 

2020. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi penelitian selanjutnya 

yang akan meneliti mengenai organisasi internasional dan peacekeeping 

operations yang tersebar secara global. 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 
2.1. Penelitian Terdahulu 

 

 
Penulis meninjau lima penelitian terdahulu yang relevan berkaitan 

dengan penelitian penulis yang berjudul Analisa Peran MINUSMA dalam 

menangani kasus Pelanggaran HAM pada Konflik Mali sebagai acuan penulisan 

penelitian. Jurnal Pertama penulis menggunakan penelitian yang ditulis oleh 

Stefanus Tedjawinata, 2019. dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif 

dan menggunakan teori Liberalisme Institusional dan beberapa konsep seperti 

Responsibility to Protect (R2P), Peacekeeping Operations Multidimensional dan 

Humanitarian Assistance. 

 

Penelitian ini membahas kronologi awal mula konflik yang terjadi di Darfur 

yang diawali oleh kampanye genosida yang dilakukan oleh pemerintah Sudan pada 

tahun 2013. Selain itu, fokus penelitian ini juga membahas upaya yang dilakukan 

oleh United Nations – African Union Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) 

dalam menangani krisis kemanusiaan di Darfur. Penelitian ini juga menjelaskan 

peran dari African Union (AU) sebagai organisasi regional dalam menangani 

konflik di Sudan dan penelitian ini membahas tentang pelanggaran HAM yang 

dilakukan pada konflik Darfur dengan subjek penelitiannya UNAMID. 

Kekurangan dari penelitian ini adalah terlalu fokus pada upaya dari 

UNAMID itu sendiri, tetapi penulis ini tidak berfokus pada kerja sama yang 

dilakukan antara AU dengan PBB sehingga dibuat Peacekeeping Operations 

UNAMID. 
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Jurnal kedua yang penulis menggunakan penelitian oleh Aris Perdana 

yang ditulis, 2020. Dalam penelitian ini membahas isu Politik Internasional yang 

fokus terhadap peran dari OHCHR dalam membantu konflik HAM di Negara Mali 

terkait konflik etnis antar suku. Pada jurnal ini menjelaskan asal usul dari suku 

di Mali termasuk Dogon dan Fulani secara jelas.Jurnal ini juga menjelaskan awal 

mula konflik di Mali yang bentrok antar suku yang dimulai dengan kudeta di 

Mali Utara hingga serangkaian serangan antara komunitas antar suku Fulani dan 

Dogon. Dalam jurnal ini menjelaskan urutan konflik yang terjadi di Mali dan 

pihak-pihak yang terlibat untuk membantu konflik ini, seperti Human Rights Watch 

(HRW). Penelitian ini berfokus pada peran dari OHCHR dalam menangani kasus 

HAM di Mali, dalam penelitian ini menjelaskan upaya dari OHCHR yang dimulai 

dari memberi fasilitas kepada pemerintah Mali untuk mendapatkan bantuan 

kemanusiaan dan mendukung kerja sama dalam menangani konflik di Mali. Dalam 

jurnal ini juga menjelaskan hambatan dari OHCHR dalam menangani konflik HAM 

di Mali. 

Penelitian ini menggunakan konsep Human Rights dan Organisasi 

Internasional, serta penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang 

menjelaskan peran dari OHCHR dalam menangani permasalahan HAM di Mali. 

Kekurangan dari penelitian ini hanya menjabarkan upaya dari OHCHR saja dan 

tidak menjelaskan secara lebih jelas mengenai hambatan dari OHCHR. 

Jurnal ketiga penelitian yang ditulis oleh Dr Jair van Der Lijn, 2019. 

Berfokus pada efektivitas MINUSMA dalam konflik di Mali.Pada jurnal ini 

menjelaskan bahwa terdapat peningkatan dan stabilitas di Mali utara dengan melihat 

dari berkurangnya jumlah korban jiwa dan banyak warga sipil yang kembali ke 

rumah. Serta dalam penelitian ini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh 

MINUSMA dalam pemilu 2013 dan membantu proses perdamaian yang berpuncak 

pada perjanjian 2015 untuk perdamaian dan perdamaian Aljir. 

Penelitian ini urutan konflik Mali dan Upaya dari MINUSMA dan 

Efektivitas dalam menyelesaikan konflik Mali. Jurnal ini mendeskripsikan bahwa 

MINUSMA hanya diberi mandat untuk membantu pemerintah Mali dalam 

mengatasi konflik, tetapi tidak pernah menerima sumber daya yang memadai untuk 
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menjadi acuan efektif dari MINUSMA. Penelitian ini menggunakan konsep 

peacekeeping operations dan menggunakan pendekatan kualitatif yang 

menjelaskan efektivitas MINUSMA.Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak 

menjelaskan indikator keberhasilan dari efektivitas MINUSMA dalam 

menyelesaikan konflik di Mali. 

 

Jurnal keempat penulis menggunakan penelitian oleh Lauren Spink, 

2019. Berfokus terhadap bagaimana MINUSMA memperkuat Strategic Planning 

Unit. Implementasi mandat MINUSMA yang efisien dan efektif lebih 

dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Pada penelitian ini 

menjelaskan bahwa peacekeeping operations berbeda dari intervensi bilateral atau 

regional lainnya di Negara yang terkena dampak konflik. Dalam situasi ini lebih 

cocok menggunakan pendekatan multi dimensi terhadap kekerasan yang diberi 

mandat untuk koordinasi kegiatan dengan organisasi kemanusiaan dan PBB. 

Dalam jurnal ini juga menjelaskan Strategic Planning Unit MINUSMA dalam 

prakteknya untuk menyelesaikan konflik di Mali. Penelitian ini menggunakan 

konsep Strategic Planning Unit dan pendekatan kualitatif yang berdasarkan 

pengamatan langsung dan data pendukung lainnya. Kekurangan dari penelitian 

ini tidak menjelaskan keberhasilan dari Strategic Planning Unit dalam menangani 

konflik di Mali khususnya yang dilakukan oleh MINUSMA. 

 

Jurnal kelima penulis menggunakan penelitian yang ditulis oleh Rianda 

Fastino dan Saiman Pakpahan, 2014. Pada fokus penelitiannya adalah peran dari 

organisasi internasional khususnya International Committee of the Red Cross 

(ICRC) dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM di konflik separatis Mali. Pada 

penelitian ini menjelaskan timeline korban dan pengungsi Mali di Negara sekitar 

dan menjelaskan dampak dalam bidang kemanusiaan pada konflik Mali ini. 

Sesuai dengan fokus penelitian, jurnal ini mendeskripsikan tindakan yang 

dilakukan oleh ICRC dalam bidang HAM di Mali. Penelitian ini menggunakan 

Konsep Organisasi Internasional dan pendekatan dengan metode kualitatif deskriptif. 

Kekurangan dari penelitian ini adalah jangka penelitiannya terlalu singkat atau 

hanya satu tahun pada 2012 saja. Untuk mempermudah dalam melihat persamaan 

serta perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini, berikut ini adalah tabel 
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yang akan menunjukan persamaan dan perbedaan topik penelitian, pendekatan 

penelitian, dan fokus penelitian yang disajikan dalam berikut. 

 

 
2.2. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

NO Indikator Penelitian 

Terdahulu 1 

Penelitian 

Terdahulu 2 

Penelitian 

Terdahulu 3 

Penelitian 

Terdahulu 4 

Penelitian 

Terdahulu 5 

1 Judul 

Penelitian 

Upaya United 

Nation – 

African Union 

Hybrid 

Operation in 

Dafur 

(UNAMID) 

dalam 

mengatasi 

krisis 

kemanusiaan 

akibat perang 

saudara di 

Darfur pada 

tahun 2007- 

2011. 

Peran Office 

Of The 

United 

Nations 

High 

Commissi 

oner for 

Human 

Rights 

(OHCHR) 

dalam 

Menang- 

gulangi 

permasalah- 

an HAM di 

Mali 

Assessing 

The 

Effectivenes 

of the United 

Nations 

Mission in 

Mali/ 

MINUSMA 

Strengh 

Planning in 

UN 

Peacekeeping 

Operations: 

How 

MINUSMA is 

Reinforcing its 
Strategic 

Planning Unit. 

Peranan 

International 

Committee of 

the Red Cross 

(ICRC) dalam 

menangani 

korban 

kemanusiaan 

dalam konflik 

Mali tahun 

2012 

2 Teori/ 

Konsep 

Liberalisme 

Institusional, 

Pacekeeping 

Operations 

Multidimensio 

nal dan 

Humanitarian 

Assistance 

Human 

Right dan 

Organisasi 

Internasional 

Peacekeep- 

ing 

operations 

Strategic 

Planning Unit 

Organisasi 

Internasional 

3 Tujuan 

Penelitian 

Menggam 

barkan 

beberapa 

upaya yang 

dilakukan 

UNAMID 

dalam 

menangani 

krisis 

kemanusiaan 

di Darfur 

Menganalisis 

peran 

OHCHR 

selaku badan 

HAM 

internasional 

dalam 

mencegah 

pelanggaran 

HAM di 

Mali 

Memberikan 

penilaian 

menyeluruh 

mengenai 

efektivitas 

dan dampak 

MINUSMA 

Menganalisis 

MINUSMAda 

lam kegiatan 

dan operasi 

yang 

dimandatkan 

Mengiden- 

tifikasi peran 

ICRCdalam 

menangani 

dan mengelola 

korban 

konflik 

terutama 

pengungsi 

yang 

ditimbulkan 

oleh konflik 

4 Fokus 

Penelitian 

Membahas 

tentang upaya- 

upaya 

UNAMID 

dalam 

mengatasi 

krisis kemanu- 

Membahas 

isu Politik 

Internasional 

yang fokus 

terhadap 

peran dari 

OHCHR 

Menganalisis 

efektifitas 

dan 

dinamika 

dari 

MINUSMA 

Membahas 

bagaimana 

MINUSMA 

memperkuat 

Strategic 

Planning Unit 
dalam 

Penanganan 

ICRC terhadap 

konflik 

internal di 

Mali 2013 
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  siaan yang 

terjadi pada 

konflik 

Darfur. 

dalam 

membantu 

konflik 

HAM di 

Negara Mali 

terkait 

konflik etnis 

antar suku 

dalam 

konflik Mali. 

menyelesaikan 

konflik di 

Mali. 

 

5 Perbedaan 

Penelitian 

Penelitian ini 

menganalisis 

peacekeeping 

operation 

UNAMID 

dalam 

mengatasi 

dampak dari 

perang 

saudara di 

Darfur 

Penelitian 

ini 

menganalisis 

peran 

OHCHR 

Dalam 

menanggu- 

langi 

permasalah- 

an HAM di 

Mali 

Penelitian 

ini meng- 

analisis 

efektivitas 

MINUSMA 

di Mali 

Penelitian ini 

menganalisis 

kekuatan 

multidimensi 

dalam operasi 

perdamaian 

MINUSMA di 

Mali 

Penelitian ini 

mengiden- 

T ifikasi peran 

dari organisasi 

internasional 

ICRC dalam 

menangani 

korban 

kemanusiaan 

di Mali 

Sumber: Diolah oleh penulis 

 

2.2. Landasan Konseptual 

Landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori 

Peran Organisasi Internasional dan Konsep Peacekeeping Operation untuk 

digunakan penulis dalam menganalisis dan mendeskripsikan peran PBB melalui 

MINUSMA dalam isu pelanggaran HAM di Mali akibat konflik yang terjadi pada 

2017-2020. 

 

2.2.1. Teori Peran Organisasi Internasional 

Pemakaian teori ini digunakan penulis untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis PBB sebagai organisasi internasional yang mempunyai pasukan 

perdamaian. Organisasi internasional terdiri dari dua kata, yakni organisasi dan 

internasional. Kata international dalam hal ini dapat berupa beberapa negara atau 

dipilih untuk melayani organisasi tanpa memandang kebangsaan atau dapat juga 

dibiayai oleh lembaga organisasi lainnya beberapa prganisasi juga memiliki 

lembaga dengan kekuasaan yudisial atau quasi-judicial. Organisasi Internasional 

sering dikaitkan dengan pertemuan pleno anggota (Majelis atau konferensi), 

pertemuan anggota yang teratur, sering berkaitan dengan kekuasaan eksekutif, dan 

seketariat internasional yang bersifat permanen. Clive Archer dalam bukunya 

International Organizations. Bagi Archer, organisasi internasional merupakan hal 
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yang wajar dan taken for granted dalam tatanan hubungan politik internasional. 

Dengan demikian menghasilkan bentuk- bentuk atau varian dari organisasi 

internasional itu sendiri; Intergovernmental Organizations, Non-Governmental 

Organizations, dan lainnya. Dikarenakan banyaknya jenis dari organisasi 

internasional itu, Archer membuat klasifikasi untuk menemukan apa yang pada 

dasarnyanya menjadi peran penting (major roles) dari organisasi internasional. 

Archer kemudian melakukan klasifikasi dan terdapat tiga peran utama dari 

organisasi internasional, yaitu sebagai instrumen, arena, dan juga sebagai aktor 

(Archer, 2001). 

 

1. Organisasi Internasional sebagai Instrumen 

 
Dalam pembahasan poin ini, organisasi internasional diasumsikan sebagai 

instrumen, lebih tepatnya instrumen politik internasional dari suatu negara. 

Organisasi internasional secara praktis digunakan oleh negara-negara untuk 

mencapai kepentingan politiknya (particular ends) dan dalam hal ini dapat dilihat 

secara eksplisit pada Intergovernmental Organizations, yaitu ketika negara-negara 

anggota dari suatu organisasi internasional, dalam contoh ini, antar pemerintah 

memiliki kapabilitas yang berdaulat dengan power yang milikinya untuk membatasi 

tindakan-tindakan tertentu yang independen (yang diartikan secara kedaulatan 

negara lain) melalui organisasi internasional.(Archer, 2001). Singkatnya, organisasi 

internasional yang berada di dalam klasifikasi instrumen merupakan organisasi 

politik yang menampung kepentingan politik negara atau negara-negara dalam 

kontestasi perpolitikan internasional. 

 

Lebih dari itu, dalam banyak kasus, organisasi internasional tidak lain 

adalah sebagai instrumen yang mendistribusikan kebijakan dari masing-masing 

negara yang dalam hal ini adalah pemerintah, selain itu organisasi internasional 

juga menjadi sarana diplomasi antar negara yang berdaulat. Misal, dalam 

pendirian sebuah organisasi internasional, hal tersebut pada dasarnya memberikan 

penjelasan bahwa telah terjadi kesepakatan antar negara-negara yang spesifik yang 

kemudian diformulasikan dalam bentuk sebuah kelembagaan yang mampu 

merespon kebijakan-kebijakan negara dalam skema multilateral (Manning, 1976). 



13 
 

 

 

 

Lebih dari itu, organisasi internasional menjadi penting bagi negara untuk 

melancarkan refleksi kepentingan nasionalnya dalam bentuk kebijakan luar negeri. 

Secara eksplisit, penjelasan di atas dapat dilihat bagaimana PBB sebagai 

organisasi internasional yang di dalamnya terdiri dari organisasi internasional 

berbadan pemerintah atau pun non-negara menjadi ajang kontestasi politik 

internasional. Dalam pandangan historis, era awal pendirian PBB yang menjadi 

kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara anggota Dewan Keamanan 

permanen PBB melalui Hak Veto yang dimiliki (Archer, 2001). 

2. Organisasi Internasional sebagai Arena 

 
Bentuk selanjutnya dari peran utama organisasi internasional adalah 

organisasi sebagai sebuah arena. Terminologi ”arena” di dalam konteks ini pada 

dasarnya merujuk pada arena politik karena di dalam sebuah organisasi 

internasional memiliki berbagai arus kepentingan politik dari masing-masing 

negara, secara mayoritas. Dalam penjelasan yang eksplisit, organisasi sebagai 

arena adalah organisasi internasional yang diartikan sebagai forum atau wadah 

dari berbagai delegasi negara untuk bertemu, berunding, berdebat, berkompetisi, 

atau bahkan melakukan kerja sama (Archer, 2001). 

 

Dalam hal ini, setiap organisasi menyediakan serangkaian agenda dalam 

bentuk pertemuan-pertemuan agar para delegasi negara-negara yang membawa 

kepentingan negaranya masing-masing mampu membicarakan topik-topik spesifik, 

memperdebatkan mosi delegasi lain yang diasumsikan tidak sesuai dengan agenda 

atau bahkan mengganggu kepentingan negaranya.(Archer, 2001) Dalam 

memandang PBB sebagai Organisasi Internasional, misalnya, PBB pada esensinya 

dibentuk agar negara-negara dapat menyelesaikan berbagai masalah (settlement of 

dispute). Akan tetapi, di saat bersamaan, PBB juga menjadi arena of combat dari 

berbagai negara dengan kepentingannya masing-masing. Meski pun PBB memiliki 

mekanisme untuk merespon sengketa yang diatur dalam Piagam PBB, tetap saja 

negara-negara melalui berbagai delegasinya melancarkan strategi-strategi dan 

menjadikan PBB sebagai medan perang (battleground) akan kepentingan 

politik (Yeselson & Gaglione, 1974). 
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3. Organisasi Internasional sebagai Aktor 

 
Klasifikasi ini memiliki salah satu poin penting yang untuk dipahami, yaitu 

organisasi internasional dalam tatanan sistem internasional aktor yang independen. 

Hal tersebut pada akhirnya mengindikasikan bahwa organisasi internasional juga 

memiliki kekuatan sebagaimana negara-negara memiliki kedaulatan (Archer, 2001). 

Lebih lanjut, eksistensi organisasi internasional ketika terbentuk atau dibentuk akan 

secara langsung menjadi aktor dalam kontestasi perpolitikan internasional dan 

bahkan memiliki nuansa rivalitas dengan negara-negara tertentu (Archer, 2001). 

 

Dalam penjelasan yang memiliki esensi yang sama, pada dasarnya 

organisasi internasional memiliki independensi untuk mengeluarkan serangkaian 

keputusan, rekomendasi, atau bahkan regulasi tanpa diintervensi atau paksaan yang 

berasal dari luar organisasi itu sendiri. Poin penting dari organisasi internasional 

sebagai aktor adalah pada diskursus ”independen” itu sendiri yang kemudian 

dapat diinterpretasikan sebagai ketiadaan paksaan dari kekuatan tertentu (biasanya 

diinterpretasikan sebagai kekuatan yang berasal dari luar organisasi itu sendiri) 

yang mampu memengaruhi jalannya keputusan dan kebijakan yang disahkan oleh 

organisasi internasional itu sendiri.(Archer, 2001) 

 

Lebih lanjut, dalam memahami organisasi internasional sebagai aktor tidak 

hanya berpatokan pada narasi ideal tentang independensi yang melekat pada 

organisasi internasional itu sendiri. Akan tetapi, organisasi internasional sebagai 

aktor juga memiliki Existence of Control. Secara eksplisit, legitimasi kontrol 

tersebut dapat dilihat bagaimana PBB memiliki perekeyasaan model untuk agenda- 

agenda perdamaian dalam bentuk peacekeeping operations yang tersebar di 

berbagai negara dan kawasan di dunia. Tentu, secara general, dapat dikatakan 

bahwa dalam contoh ini adalah PBB memiliki kapasitas untuk melegitimasi 

pembentukan pasukan militer internasional di bawah naungan dan mandat dari 

DK PBB yang telah melalui rekomendasi di Sidang Umum PBB yang kemudian 

menghasilkan resolusi dari DK PBB (Archer, 2001). 
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2.2.2. Konsep Peacekeeping Operations 

 
Peacekeeping operations merupakan upaya perdamaian yang diturunkan 

oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjaga perdamaian di Negara yang 

sedang berkonflik. Penulis memakai konsep ini untuk menjelaskan MINUSMA 

sebagai salah satu UNPKO di wilayah Mali dalam menangani pelanggaran HAM. 

Menurut Johan Galtung Peacekeeping adalah proses menjaga keamanan suatu 

Negara dengan pengakuan masing-masing pihak terhadap perjanjian dan berusaha 

untuk menjaga keamanan Negara tersebut dan membantu menyelesaikan konflik 

yang bisa terjadi kedepannya (Webel & Galtung, 2007). Sedangkan, Menurut Civil 

Affairs Peacekeeping Operations adalah operasi perdamaian melalui perwakilan 

lintas misi yang bertujuan untuk memantau, manajemen konflik dan rekonsiliasi 

dukungan untuk pemulihan dan perluasan otoritas Negara. Berdasarkan mandat 

PBB fungsi dari Peacekeeping Operations sendiri adalah (Nations, 2012). : 

1. Menciptakan lingkungan yang aman dan stabil sekaligus memperkuat 

kemampuan Negara untuk memberikan keamanan dengan penghormatan 

penuh terhadap supremasi hukum dan HAM. 

2. Memfasilitasi proses politik dengan mempromosikan dialog dan 

rekonsiliasi serta mendukung pembentukan lembaga pemerintahan yang sah 

dan efektif. 

3. Menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa PBB dan aktor 

Internasional lainnya bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan 

cara koheren dan teratur. 

Peacekeeping Operations dilakukan sebagai instrumen untuk perdamaian 

dan keamanan oleh tiga prinsip inti yang saling memperkuat yang akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Consent 

 

Peacekeeping Operation dapat dilakukan dengan persetujuan dan izin dari 

Negara yang berkonflik. Persetujuan ini dibuat untuk memastikan bahwa misi 

tersebut memiliki kebebasan politik dan fisik serta perlindungan yang 
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diperlukan untuk menjalankan mandat secara efektif.Tanpa persetujuan ini, 

pasukan keamanan dapat terancam karena misi perdamaian berisiko. 

 
2. Impartiality 

 

Pasukan perdamaian akan melaksanakan mandat mereka tanpa mendukung 

atau merugikan salah satu pihak dalam konflik. Impartiality tidak sama dengan 

netralitas, dan tidak berarti bahwa pasukan perdamaian harus apolitis dalam 

memaafkan pelanggaran terhadap perjanjian damai atau norma-norma 

internasional. Sebaliknya, pasukan perdamaian mengharuskan mereka 

memegang semua pihak yang berkonflik dengan standard yang sama. 

3. Non-use of Force 

 

Pasukan perdamaian akan menahan diri dari penggunaan kekuatan dan 

senjata, kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat. Dengan 

otoritas Dewan Keamanan, penggunaan kekuatan dapat terjadi sebagai langkah 

dalam membela diri personel dan property PBB dan untuk mempertahankan 

mandat. 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Pada awal konflik separatis terjadi Mali dan timbul permasalahan lainnya 

seperti pelanggaran HAM. Pemerintah Mali belum mampu untuk menyelesaikan 

konflik di negaranya sendiri, maka dari itu turun mandat PBB yaitu UNPKO 

MINUSMA di Mali. Pada peran PBB sebagai organisasi internasional yang dapat 

menjalankan UNPKO MINUSMA dalam isu pelanggaran HAM. Dengan 

menggunakan Teori Organisasi Internasional Clive Archer dalam mendeskripsikan 

dan menganalisis organisasi internasional yakni pada penulisan ini PBB terhadap 

tiga peran yaitu sebagai Instrumen, Arena dan Aktor. 

 

Pada konsep peacekeeping operations yang dikemukakan oleh Charles 

Webel dan Civil Affairs Peacekeeping Operations merupakan upaya untuk 

menjaga perdamaian di Mali dengan menjaga agar konflik tidak terjadi atau tidak 

kembali terjadi. Selain itu, peran UNPKO MINUSMA menunjukkan perluasan 

otoritas negara karena misi ini ada karena permintaan pemerintah Mali. Penulis juga 

ingin menunjukan kinerja yang telah dilakukan oleh MINUSMA menurut konsep 
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peacekeeping operations yakni dengan menciptakan lingkungan aman, 

memfasilitasi proses politik, menyediakan kerangka kerja. Maka dari itu penulis 

akan memaparkan kerangka pemikiran dari isu yang sedang diteliti serta 

mengelaborasiskan dengan teori dan konsep yang digunakan lalu penulis 

mengambil kesimpulan dalam bentuk bagan dengan kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Sumber: diolah oleh penulis 

2.1. Kerangka Pemikiran 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
 

3.1. Jenis Penelitian 

 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis 

penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian untuk memahami atau 

mengekplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari individu atau 

kelompok masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pemilihan metode 

deskriptif kualitatif dianggap tepat karena dapat mendeskripsikan, mencatat, 

analisis dan mengintrepertasikan kondisi pelanggaran HAM di wilayah Mali pada 

periode 2017-2020, atau dengan kata lain penelitian kualitatif deskriptif ini 

bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan variabel- 

variabel penelitian mengenai peran PBB melalui MINUSMA dalam isu 

Pelanggaran HAM di Mali akibat dari ketidakstabilan keamanan dan konflik yang 

terjadi. 

 

3.2. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus dalam menganalisis peran organisasi internasional 

PBB dalam isu pelanggaran HAM yang terjadi akibat dari konflik dan 

ketidakstabilitas keamanan di wilayah mali melalui MINUSMA pada periode tahun 

2017-2020. Penelitian ini juga menggunakan Teori Organisasi Internasional 

menurut Archer yang terdapat tiga peran organisasi internasional yakni sebagai 

Instrumen, Arena, dan Aktor sebagai landasan penulis untuk menganalisis peran 

PBB sebagai organisasi internasional. 
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Sebagai instrumen, peran MINUSMA memiliki dinamika kepentingan 

negara-negara kontributor MINUSMA dapat dilihat dalam diskusi DK PBB dan 

juga terkait perundingan terkait mandat MINUSMA di Mali sehingga menghasilkan 

resolusi misalnya resolusi sanksi yang memiliki dinamika antara Perancis dan Rusia, 

Perancis yang juga memiliki peran sebagai penholder yakni Dewan yang menyusun 

negosiasi dan penyusunan resolusi menilai bahwa pemberian sanksi terhadap 

pelanggara kan membantu pemulihan Mali. Namun, Rusia berpendapat bahwa 

pemberian sanksi justru akan mempersulit kemajuan perdamaian karena 

penekanan terhadap pelanggar akan mempersulit proses negosiasi, berdasarkan 

hasil perundingan tersebut menghasilkan resolusi 2374. 

Sementara sebagai arena, MINUSMA berperan penting dalam membantu 

Mali untuk melakukan proses diplomasi untuk mendapatkan dukungan dari 

panggung internasional agar membatu dan mendukung Mali dalam membangun 

kembali sektor keamanan Mali yang sebelumnya telah mengalami gangguan karena 

serangan-serangan kelompok separatis. DK PBB juga mendukung Joint Force G5 

Sahel (G5-Sahel) yang terdiri dari negara Mali, Niger, Burkina Faso, Chad, dan 

Mauritania, dengan tujuan peningkatan keamanan kawasan. 

Sedangkan sebagai aktor, MINUSMA berperan sebagai aktor independen 

dapat dilihat dari pembentukan UNPKO yang menjadi alat bagi PBB untuk 

menavigasi negara-negara yang berkonflik untuk mencapai situasi damai. Dalam 

regulasi di MINUSMA, Seketariat Jenderal dapat mendesak Dewan Keamanan 

untuk secara aktif terlibat dengan negara-negara anggota untuk memastikan bahwa 

misi tersebut memiliki peralatan, personel dan sumber daya yang diperlukan. 

 
 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu 

jenis data yang sudah di teliti oleh peneliti sebelumnya. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal-jurnal, artikel, sumber bacaan 

buku, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen yang diambil dari situs resmi 

dari United Nations (un.org), Security Council Report (securitycouncilreport.org), 

UN Peacekeeping Operations (peacekeeping.un.org), MINUSMA 
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(minusma.unmissions.org), Human Rights Watch (hrw.org) dan situs resmi lainnya 

yang berhubungan dengan data penelitian seperti data mengenai dinamika 

konflik di Mali, pelanggaran HAM yang terjadi, informasi UNPKO MINUSMA 

yang dapat membantu peneliti dalam menemukan data terkait topik penelitian. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 
 

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dibedakan menjadi dua, 

yang pertama pengumpulan data studi yaitu teknik pengumpulan data sekunder 

melalui pengumpulan data-data yang telah berbentuk buku, jurnal, surat kabar 

dengan data terkait organisasi internasional PBB, pelanggaran HAM akibat dari 

ketidakstabilan keamanan dan akibat dari ketidakstabilan keamanan di Mali tahun 

2017-2020. Kedua, pengumpulan data melalui dokumentasi berupa dokumen 

sekunder dan laporan dari report, media massa yang berbasis internet berkaitan 

dengan topik penelitian. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang merupakan sebuah proses dalam memahami, 

menjelaskan, dan menafsirkan data-data yang diperoleh, kemudian dikaitkan 

dengan teori atas konsep. Berdasarkan metode studi pustaka yang digunakan, 

peneliti menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman (Miles, 

Huberman, & Saldaña, 2014), yaitu: 

 

1. Kondensasi Data 

 
Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pertransformasiaan data mentah yang bertujuan 

untuk memfokuskan dan menyeleksi data yang membentuk data kompleks, 

digunakan untuk memunculkan ide baru dan mengembangkan hipotesis agar 

tidak bias. 

 

Dalam penelitian ini proses kondensasi data telah dijalankan dengan 

memilih data-data yang mengandung unsur data atau bahasan tentang peran 

PBB melalui MINUSMA dalam menangani pelanggaran HAM di wilayah 

Mali Tahun 2017- 2020. Kondensasi data ini dikumpulkan dari berbagai 
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jenis data, meliputi buku, jurnal, surat kabar, artikel ataupun data yang berasal 

dari website. 

 

2. Penyajian Data 

 
Penyajian data adalah tampilan data dapat berupa grafik, gambar, tabel, 

dan berbagai informasi yang dapat mempermudah peneliti dapat dilihat secara 

keseluruhan atau sebagian data penelitian. Penyajian data dijalankan dengan 

memilah dan menampilkan pada yang relevan tentang tentang bagaimana 

peran PBB melalui MINUSMA dalam menangani pelanggaran HAM di 

wilayah Mali Tahun 2017-2020. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

 
Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Data 

yang sudah diperoleh sudah diverifikasi, disajikan secara baik, dan telah 

ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian. 

Penarikan kesimpulan ini dijalankan dengan mengambil benang merah dan 

dapat menganalisis tentang peran PBB melalui MINUSMA dalam menangani 

pelanggaran HAM di wilayah Mali Tahun 2017-2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 
Peran PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki peacekeeping 

operations untuk dijadikan sebagai operasi perdamaian yang digunakan untuk 

mengatasi keamanan secara global. Pada operasi perdamaian PBB di Mali yakni 

MINUSMA peran PBB relatif cukup baik dilihat dari MINUSMA dapat 

menjalankan resolusi atau mandat dari DK PBB UNPKO MINUSMA di Mali, 

dapat menciptakan lingkungan aman, memfasilitasi proses politik, rekonsoliasi 

pemerintahan mali dan mengkoordinasikan pasukan di berbagai negara dunia 

untuk bergabung dengan MINUSMA untuk menjalankan misi berdasarkan 

mandat organisasi. Dalam penyusunan resolusi MINUSMA, Perancis sebagai 

penholder memberikan kontribusi yang cukup besar disamping mungkin 

cenderung memasukan kepentingannya dalam pembuatan resolusi. 

 

Meskipun disalah satu tugas yang diberikan oleh MINUSMA yakni 

perlindungan sipil dan juga peran MINUSMA dalam menangani pelanggaran 

HAM ternyata dihadapkan pada beberapa tantangan diantaranya terorisme 

hingga aliansi G5-Sahel, masi belum berjalan efektif dikarenakan konflik masi 

terjadinya genjatan senjata dari terorisme dan Kelompok bersenjata Mali. 

MINUSMA juga dihadapkan pada agreement on peace and reconciliation on 

Mali algiers 2015 yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang 

terjadi yang melibatkan MSDF. Terjadinya pergeseran fokus dan area kebijakan 

oleh DK PBB. Pada tahun 2017, fokus pertama dari area kerja MINUSMA adalah 

dengan pendekatan yang proaktif dan kokoh dalam menjalankan mandat, akan 
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tetapi setelah pergeseran fokus kebijakan melalui mandat yang diberikan kepada 

MINUSMA. Narasi tentang pendekatan proaktif dalam menjalankan mandat 

tersebut justru menjadi prioritas kedua setelah terjadinya serangan yang memakan 

banyak korban jiwa. Hal ini juga menunjukkan banyak kepentingan dari negara- 

negara anggota DK PBB yang terus diberikan sehingga pekembangan tugas dan 

resolusi MINUSMA mencakup misi yang luas. 

 

5.2 Saran 

 
Sebaiknya dalam nenjalankan misi MINUSMA yang berkaitan dengan 

pelanggaran HAM bekerja sama dengan otoritas (pemerintah) yang selanjutnya 

(transitional) untuk mengartikulasikan visi bersama untuk melindungi masyarakat 

sipil, termasuk melakukan upaya mereduksi korban-korban sipil yang terjadi akibat 

operasi yang dilakukan pasukan keamanan Mali (MSDF), dan penghapusan 

larangan akan akses-akses tertentu (strategis) bagi pasukan MINUSMA dan badan 

pasukan perdamaian lainnya. Melanjutkan fokus kerja pada bidang HAM dengan 

melakukan pengawasan, investigasi, dan pelaporan. Mengefesiensi operasi 

perdamaian wilayah operasi HAM dengan mendukung stabilitas politik dan 

perlindungan komprehensif warga sipil. Permasalahan dan tantangan ini penting 

juga bagi MINUSMA dan tim negara PBB di Mali untuk bekerja sama mendukung 

pemerintahan dan pembangunan Mali. 
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